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PEMERINTAH KOTA KEDPIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 20058
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Memmbang

Mengingat -

-

Lag

KOTA KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRL

bahwa dalam rangka meningkatkan kuahtas penyelengparaan pemenntahan
daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri sebagai bagian integral
nembangunan nasional. dipandang perlu menata pengelolaan keuangan daerah
vang lehih efisien. efektif, transparan dan dapat dipertanggungiawabkan,
cesual dengan jiwa dan semangat otonomi daerah

hahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka
nengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah .

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud dalam huruf a dan b
perlu membentuk  Peraturan - Daerah lenfang Penpelolagn  dan
Perianggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kedin

| ‘ndang-undang Nomor 16 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah - daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Dalam Dacrah Istimewa Yogyvakarta ( Berita Negara Republik indonesia
Tahun 1230 Nomor 45 ) ;

Lindang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentany Pajak dan Retnbusi Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000,
il embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 4048 ) :

[Indang-undang Nomar 28 Tahun 1694 tentang Penvelenggaraan Negara vang
liehas dan bersih dari Korupsi Kolosi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ).

L ndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara { Lembaran
Newara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ).
Lindang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaun  Negara
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan L.embaran Negara Nomor

1355 ).

‘Undang-undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53_ Tambahan
| .embaran Negara Nomor 4389);

| Indang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentuang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (1.embaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

lindang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421} .
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarun Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 4437 ),

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan [Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan | embaran Nepara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propins: sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Penmbangan

{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenintah Nomor
84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136. Tambahan
Lembaran Negars Nomor 4249 §,

|3 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertangpungjawaban  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam peiaksanaan Dekosentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Namor 4023) :

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 temang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2024) |

Peraturan Pemerintah Nomer 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungiawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomeor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerzh seria
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dagrah.

il Jengan Persetyjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- KOTA KEDIRIJ
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah i, yang dimaksud dengan
| Daerah adalah Daerah Kota Kedirn.
9 Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kota Kedirl.
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Walikota adalah Wabikota Kedin,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kota Kedin

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selamjutnya  disingkat RPJM. adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnya disebut Rencana Kena Pemernintah
Daerah (RKPD}, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kevangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kota Kediri dalam rangka
penvelenggaraan Pemerintaban Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekavaan yang berhubungan dengan hak dan kewsjiban daerah tersebut, dalam
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana
heuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Kedin vang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Maerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah vang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam
kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena

Jabatannya mempunyai kewenangan menvelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan

Dacrah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD),

Kas Daerah adalah tempat menyimpan vang Daerah.

Pemegang Kas adalah setiap Pegawai Negen Sipil yang ditunjuk dan diserahi tugas
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja
Pengguna Angearan.

b Pembantu Pemegang Kas adalah setiap Pegawai Negeri Sipil vang ditunjuk dan diserahi

melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang
Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit keja Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

huasa Pengguna Anggaran atau disebut Atasan Langsung adalah Pejabat vang diberi kuasa
oleh Pejabat Pengguna Anggaran,

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan vang diperoleh
dart Daerah Kota Kedini yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesua dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

enerimaan [Jacrah adalab semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu.

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran
lertentu,

Pendapatan Daerah ddalah semua penenmaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu vang menjadi hak Daerah.

Belanja Daerah adalah setua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu
vitng menjadi beban Daerah,

Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yanp dimaksudkan untuk menutup selisih
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah |

. Barang [Daerah adalah semta bamang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian

dengan dana vang.bersumber seluruhnya atau sebagian dan APBD dan atau berasal dar
perolehan lainnyvayang sah.

Piutang Daerah adalah jumlah uang vang memadi hak Daerah atau kewajiban pihak tain
kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat
lainnva berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pinjaman Dacrah adalah semua transaksi vang mengakibatkan Dagrah menenma dan pihak
lain sejumlah vang atau manfaat bernilaj uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kemball.

Belama Langsung yaitu belamja vang dipengaruh secara langsung oleh adanya program atau
kegiatan vang direncanakan.
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26, Belanja Tidak Langsung yaitu belania vang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya
program atau kegiatan yang direncanakan.

27 Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegatan
non nvestasi (tidak menambah aset).

28 Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanga langsung yang digunakan untuk membiayai
kegatan non investast {tidak menambah aset).

29 Belanja Modal adalah belanja langsung vang digunakan untuk membiava: kegatan investas
{menambah aset). '

30, Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria:

a. Tidak menenma secara langsung imbal barang dan jasa seperti vang lavak tenadi dalam
transaksi pembelian dan penjualan;

b Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa vang akan datang seperti vang diharapkan
pada suatu pinjaman;

¢. Twdak mengharapkan adanva hasil pendapatan seperti lavaknyva vang diharapkan pada
kegiatan investasi.

32. Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas vang tidak bisa didugs
schelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain-
lain yang sanpat diperlukan dalam rangka penvelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

33 Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan vang
memerlukan dana refauf cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun
anggaran.

34. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah

BAB I1
RUANG LINGKUP DAN AZAS UMIUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan,
penitausahaan dan perlanggungiawaban serta pengawasan kcuangan dacrah yang berkaitan
dengan APBD.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi -

a. Perencansan yang mencakup proses penetapan Arah Kebijakan Umum APBD, penentuan
Stratewi dan Priocitas APBD serta penyusunan Program, Keglatan. dan Anggaran .

Iy Pelaksanaan realisasi APBD .

¢ Penatausahaan dan/atau pencatatan dan pengklasifikasian transakst keuangan daerah
selama pelaksanaam APBD |

d. Pengawasan dan pengendalian vang lebih bersifat prevenuf dan represif vang ditujukan
untuk meningkatkan dava guna dan hasil guna anggaran .

e. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan atas pelaksanaan APBI}

l:’n-ngian Kedua
Azas Umum

Pasal 3

Pengelclaan Reuangand Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan pcrunldang-undangan
vang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bentanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
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Pasal 4

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tementu yang
disusun dengan pendekatan kinerja,

Paszal 5

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana dengan
berorientasi pada kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJIM dan RKPD .

Pasal 6
Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Pasal 7

(1) Semua Penenmaan Dacrah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat sctiap
tahun dan dikelola dalam APBD,

{2) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan
stabilisasi.

Pasal 8

Dalam penyusunan APBD, penyusunan anggaran belanja harus didukung dengan adanva
kepastian tersedianya penenmaan dalam jumlah yang cukup.,

Pasal 9
Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
Pasal 10

(1) jumlah Pendapatan [Jaerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiep sumber pendapatan pada tahun
anggaran yang bersapgkutan.

(2} Jumiah belamja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis
belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan.

{(3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan
dalam APBD.

(4) Perkiraan Sisa [L.ebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sehagai penenmaan pembiayaan
Si1sa Lehih Perhitungan tahun lalu pada APBD tahun benkutnya, sedangkan realisasi Sisa
Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih
perhitungan tuhui lalu pada Perubahan APBDD,

Pasal 11

(1) Anggaran unmk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam
kelompok anggaran tersendin.

{2) Pengeluaran vang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya vang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemenntah-Daerah.
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Pasal 12

Semua transaksi keuanpan dacrah baik pencrimaan ataupun pengeluaran dilaksanakan melalu
Kas Daerah.

BAB 111
KEDUDUKAN KEUANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 13

(1) Walikom dan Wakil Walikota diberikan gaji vang terdin dan gap pokok. tunjangan jabatan
dan tunjangan lainnya.

(1) Besarnya paiji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3 Tunjangan jabalan dan tunjangan lainnya sebapaimana pada ayat (1) ditentukan sesual
ketentugn perundang-undangan yang berlaku,

- (4) Watikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dansatau fasilitas

rangkap dart Negara.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

{1y Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta
kelenpgkapannya dan kendaraan dinas,

(21 Apahila Walikota dan Wakil Waliketa berhenti dan jabatan. rumah jabatan  heserta
kelengkapannva dan kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan
baik kepada Pemerintah Daerah,

(3} Jangka waktu pengembalian rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat satu bulan setelah masa jabatan berakhir,

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnva, Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya disediakan
anggaran belanja.

(21 Anggaran belanjs sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdin dan

Biaya rumah tangga . *

Biaya pembelian inventaris rumah jabatan |

Bigva pemelitharaan rumah jabatan dan inventaris yang digunakan .

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas |

Biaya pemeliharaan kesehatan .

Biava perjalanan dinas :

Riaya pakaian dinas :
h. Biava penunjang operasional. .

(3) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf h ditetapkan herdasarkan klasifikasi PAD sebagat berikut :
a  sampai dengan Rp 5 milyar paling sedikit Rp 125 juta dan paling banyak sebesar 3%
b. diatas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling sedikitr Rp 150 juta dan paling banyak sebesar

2“-"1:1;
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¢. diatas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling sedikit Rp 200 juta dan paling banvak sebesar

1.50%,

d. diatas Rp 20 milyar s/d 50 milyar paling sedikitRp 300 juta dan paling banyak sebesar
0,80 %4,

e. diatas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling sedikit Rp 400 juta dan paling banyak
sebesar (1,40%;

£ diatas Rp 150 milyar paling sedikit Rp 600 juta dan banyak tinggi 0,15%.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Passl 16

(1) DPRD mempunyai kewenangan dalam menentukan anggaran belanja.

(2) Anggaran helanja sebagaimana dimaksud ayat {1} merupakan bagian vang tidak terpisahkan
datam Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, dimana penvusunan, pelaksanaan tata
usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD disamakan dengan belanja satuan kerja
perangkat daerah lainnya,

{(3) Administrasi pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan aoleh Sekretaris DPRD dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 17

Penphasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dar -
Uang Representas: |

Uang Paket |

Tunjangan Jabatan ;

Tunjangan Panitia Musyawarah :

Tunjangan Komisti ;

Tunjangan Panitia Anggaran :

Tumjangan Badan Kehormatan :

Tumangan Alat Ketengkapan Lainnya.

=t - O S = T

. Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota diberikan Uang Representasi,

(2) Uang Representasi Kefua DPRD Kota setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan
oleh Pemenntah,

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kota sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dan
lJang Representasi Ketua DPRD Kota.

(4) Uany Representasi Anggﬁta DPRD Kota sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari
Uang Representasi Ketua DPRD Kota.

{(5) Selain Uang Representas: yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras vang besamya sama dengan ketentuan yang
herlaku pada Pegawai Negen Sipil.

Pasal 19

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan
Llang Representasi vang bersangkutan.
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Pasai 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 143 % (seratus empat puluh
lima perseratus) dan masing-masing Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 21

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia
Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnva vang diperlukan, dibenkan
Tunjangan sehaga: benkut :

Ketua sebesar 7.5 % (tujuh koma lima perseratus) dart Tunjangan Jabatan Ketua DPRD .
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD :

Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dar Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

ae e

Pasal 22

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 23

[1y Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarpanva diberikan tunjangan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan.

(2} Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemcliharaan kesehatan dan
pengobatan yartu suami atau i1stn beserta 2 (dua) orang anak sesuai ketentuan vang berlaku.

(3) T'unjangan kesehatan dan pengobatan sehagaimana dimaksud pada avat (1} dibenkan dalam
bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lLembaga Asuransi Kesehatan vang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing | (satu) rumah gabatan beserta perlengkapannya
dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

i2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan
dibebankan pada APBD.

(31 Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan
rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada
Pemenintah Dagrah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian,

" Pasal 25

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (safu) rumah dinas besena
pertengkapannya sesual dengan kemampuan keuangan Daerah.

{2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

(3) Dulam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan
rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemenntah Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
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Fasal 26

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan arau digunausahakan atau
dipindahtangankan atan diubah stnaktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah
dinas Anggota DPRD, kepada vang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang
besarnya discsuaikan dengan standart harga setempat vang berlaku vang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) Pimpinun dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan
Waltkota. :

Pasal 29

Dalam hal Pimpinan atauAngpota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris dibenkan

a. Uang duka wafat scbesar 2 (dua) kali uang representast atau apabila meninggal dunia dalam
menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali nang representasi :

b. Bantuan biaya pengurusan jenasah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 30

(1} Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhin' masa baktinya
diberikan uang jasa pengabdian.
(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan ;
a. Masa baku kurang dan 1 (satu) tahun, dihitung | {satu) tahun penuh dan diberikan uang
Jasa pengiabdian 1 (satu) bulan uang representas; |
b, Masa hakti sampai dengan 1 (satu) tahun, dibenkan uang jasa pengabdian | (satu) bulan
Uang representasi ;
¢ Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan
wang representasi |
d. Masa baktr sampai dengan 3 (tiga) tahun. diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan
Lany represenias: |
¢. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat)
bulan uang representasi ; 2
I Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-
lingginya 6 (enam) bulan vang representas.
(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan kepada ahli warisnya.
(4) Pembavaran uang Jasa pengabdian dilakukan setelah vang bersangkutan dinyatakan
diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 31

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun berdasarkan
Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD,

(3) Belanja penunjang kegiatan termasuk didalamnya penyerapan aspirasi masyarakat dan
kepanitiaan yang funjangannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan deerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertamsa
Strukiur Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah

Pasal 32

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari - .
8. Pendapatan Daerah:

b. Belanja Daerah ;

¢. Pembiayaan.

Pasal 33

(1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yvang meliput Pendapatan Asli
Daerah, Dana Penmbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah vang sah.

(2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinc:
menurut obyek pendapatan.

Pasal 34

(1) Belanja Daerah yang merupakan kewajiban daerah dibagi menjadi Belanja Aparatur Daerah
dan Belanja Pelayanan Publik.

(4) Belanja Daerah dirinci menurut kelompok belanja, setiap kelompok belanja dirinci menurut
jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menunst obyek belanja

Pasal 35

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 32 huruf ¢ terdini dari penerimaan daerah dan
pengeluaran daerah. '
(2) Pembiayaan dirinci menuritt kelompok sumber pembiayaan dan jenis pembiayaan.

Pasal 36

t1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 32 diklasifikasikan berdasarkan Bidang
atau Fungsi Pemerintah Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

(2) Format struktur APBD beserta rincian dan daftar kode rekening anggaran serta format
susunan bidang atau fungsi pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Pasul 37

(1) Selisih lebth Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam penode
satu tahun anggaran disebut surphs anggaran,

(2) Selisth kurang Anggaran Pendspwian Daerah terhadap Anggaran Belanje Daersh dalam
penede satu tahyn anggaran disebut defisit spggaran.

(3} Jumnlah anggaran pembiayaan sama dengar jumlah surplus atau defisit anggaran.

Pazal 38

(1) Pemenntah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya
mendesak atau yang sebelumnya tidak dapat diduga.
(7} Anggaran schagaimana pada ayat (1) disediakan pada kelompok Anggaran Belanja Tidak
Tersangka.
Bagian Kedua
Preses Penyusunan APBD

Pasal 39

- (1} Pemenniah Kota Kedini menyusun Kebijrkan Umum dan Strategi Prioritas APBD diawali
dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Rewicana Kerna Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD).

(2) Pemernintah Dagrah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun angparan berikutnva
sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD
kepada DPRD.

(3} DPRI} membahas Kcbijakan Umum APBD vang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam
pembigaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutriya,

(4) Berdasarkan Kebijakan Umum APBIY yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah
Daerah bersama DPRD) membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan
acuan bag seliap Satuan Kena Perangkat Daerah (SKPD).

(5} Dalam rangka penyusunian RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna
anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun
berkutnya.

(6) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat dasrah dituangkan dalam Rencana
Anggaran Satuzn Kerja (RASK).

(7) Hasil pembahasan RASK oleh Tim Anggaran Eksekutif dituanpkan dalam Rancangan
Peraturan Dagsah tentang APBD.

Bagian Ketiga
P;‘uscs Penetapan APBD

Pasal 40

(1) Ranegigan Peraturan Daerah tentang APBD besertu lampirannya disampaikan oleh Walikota
kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan disertai dengan Nota Keuangan.

(2) Lampiran figncangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
-a. Ringkasan APBD :

Rincian APHY ;

Datftar Rcka‘pimlasi APBD herdasarkan Bidang atau fungsi Pemerintahan |

Dattar Jumlak Pegawa;

Daftar Piutang Dgerah :

Daftar Pinjaman [iaerah -

Dafiar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah :

Daftar Dana Cadangan.

(3 F mma{ lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Peraturan
Wainkota.

:-m:-"ﬂ.ﬂ.n-r’.tr
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(4) Pemerintah Dacrah bersama-sama DPRD melalui Komisi-komisi membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Tim Anggaran Lksekutif
berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta proritas dan plafon anggaran yang telah
disepakaty,
(5) Jadwal wakiu pembahasan APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan setelah
memperhatikan masukan dari DPRD dan mengacu pada tata tertib DPRD.

Pasal 41

(1) Apabila Rancangan APBD vang diajukan oleh Pemerintah Daerah tidak disetujui DPRD
dengan alasan vang logis, obyektif dan rasional maka Pemenntah Daecrah berkewajiban
menyempurnakan Rancangan APBD tersebut dan harus disampaikan selambat-lambatnya |
{satu) bulan kemudian,

(2) Apabila dalam jangka waldu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Pemerintah Daerah
menvampaikan kembali Rancangan APBD vang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DPRD belum menyetujui Rancangan APBD tersebut, maka Pemerintah Daerah
menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Deerah,

(3} Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna
DPRD.

Pasal 42

(1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD.

(2) Walikota menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan
Kena berdasarkan Perda tentang APBD.

Bagian Keempat
Perubahan APBD

Pasal 43

( Iy Perubahan APBD dilakukan apabila
a Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD |
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi,

B antar kegiatan dan antar jenis belanja;
¢. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan. ;

(2] Perubahan APBD meliputi realokasi, pengurangan atau penambahan dana dari plafon yang
telah ditetapkan sebelumnya. _

(3) Dalam keadaan darurat Pemenntah Daerah dapat melakvkan pengelusran vang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan /
atau disampatkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

.

* Pasal 44

(1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 43 ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
paling lambat 3 {liga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dalam Rapat
Paripuma DPRD. ~

(3) Peraturan Daersh tentang Perubahan APBD) ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Perubahan APBD.

(4) Walikota menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen
Perubahan Angparan Satuan Kerja berdasarkan Perda tentang Perubahaan APBD.



